
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR B TAHUN2017

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR3 TAHUN2014 TENTANGLEMBAGAADATMARGA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Marga,

pembentukan Lembaga Adat Marga diatur dan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Marga

belum mengatur dengan jelas mengenai pembentukan

Lembaga Adat Marga, sehingga dipandang perlu

untuk diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan hurnf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Lembaga Adat Marga;

1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat No.4 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat

No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56)

dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah



Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007

tentang Pedoman Pelestarlan dan Pengembangan Adat

Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

Nm:nor 9 T!1h\ln

(Lembaran Daerah

Nomor 96 Tahun 2013);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

2012 !entang j:.embaga Adat
., ..~

Kabupaten Musi Banyuasin



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR3 TAHUN2014

TENTANGLEMBAGAADATMARGA;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor 3 Tahun 2014 tentaP.g Lembaga M.at Marga

(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014

Nomor 96), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3)

dihapus, ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal3

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, membentuk :

a. Lembaga Adat Marga Mantri Melayu di Kecamatan

Sekayu;

b. Lembaga Adat Marga Sungai Keruh di Kecamatan

Sungai Keruh:

c. Lembaga Adat Marga Epil di Kecamatan Lais;

d. Lembaga Adat Marga Teluk Kijing di Kecamatan Lais;

e. Lembaga Adat Marga Lalan di Kecamatan

Bayung Lencir;

f. Lembaga Adat Marga Bayat di Kecamatan

Bayung Lencir;

g. Lembaga Adat Marga Tungkal Ulu di Kecamatan

Tungkal Jaya;

h. Lembaga Adat Marga Supat di Kecamatan

Babat Supat;

i. Lembaga Adat Marga Babat Banyuasin di Kecamatan

Babat Supat;

J. Lembaga Adat Marga Sanga Desa di Kecamatan

Sanga Desa;

k. Lembaga Adat Marga Punjung di Kecamatan

Babat Toman;



1. Lembaga Adat Marga Batanghari Leko di Kecamatan

Batanghari Leko;

m. Lembaga Adat Marga Pinggap di Kecamatan

Batanghari Leko;

n. Lembaga Adat Marga Lawang Wetan di Kecamatan

LawangWetan;

o. Lembaga Adat Marga Dawas di Kecamatan Keluang;

(2)Lembaga Adat Marga terdiri dari : Pengurus, Penasehat

dan Pembina;

(3)Dihapus

(4)Lembaga Adat Marga berkedudukan di Ibukota

Eks Marga;

(5)Struktur Organisasi Lembaga Adat Marga, sebagaimana

tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan dijadikan 8 (delapan) ayat

yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6),

ayat (7), ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal4

(1)Pengurus Lembaga Adat Marga disebut Pemangku Adat

Marga berasal dari tokoh masyarakat yang merupakan

perwakilan Desa/Kelurahan yang berada dalam wilayah

keIja Lembaga Adat Marga;

(2)Penasehat Lembaga Adat Marga adalah Camat yang

berada dalam wilayah keIja Lembaga Adat Marga;

(3)Pembina Lembaga Adat Marga adalah Perangkat

Kecamatan yang mengurusi bidang pemberdayaan

masyarakat;

(4)Pengurus Lembaga Adat Marga atau Pemangku Adat

Marga membentuk Forum Musyawarah Pemangku Adat

di tingkat kabupaten sebagai wadah komunikasi dan

koordinasi antar Lembaga Adat Marga;

(5)Penasehat Forum Musyawarah Pemangku Adat Marga di

tingkat kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati;



(6)Pembina Forum Musyawarah Pemangku Adat Marga di
tingkat kabupaten adalah Sekretaris Daerah, Asisten
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala

Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
(7)Forum Musyawarah Pemangku Adat Marga sebagaimana

dimaksud dalarn ayat (4) berkedudukan di Ibukota
Kabupaten;

(8)Struktur Organisasi Forum Musyawarah Pemangku Adat
Marga di tingkat kabupaten, sebagaimana tercantum
dalarn larnpiran II Peraturan Bupati ini;

3. Ketentuan Pasal 5 ditambah ayat (4), sehingga berbunyi

sebagai berikut :
Pasal5

(1)Pemangku Adat Marga terdiri dari Ketua merangkap
anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota dan Sekretaris
merangkap anggota serta beberapa orang anggota;

(2)Ketua, Wakil Ketua dan sekretaris Pemangku
Adat Marga dipilih oleh dan dari anggota secara

musyawarah mufakat;
(3)Jumlah Pemangku Adat Marga sarna dengan jumlah desa

dan kelurahan yang berada di wilayah kelja Lembaga
Adat Marga tersebut atau paling sedikit 5 (lima)orang;

(4)Forum Musyawarah Pemangku Adat sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2),terdiri dari :
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
d. 1 (satu) orang wakil sekretaris merangkap anggota;

dan
e. 2 (dua) orang anggota dari perwakilan masing-masing

pemangku adat marga.

. ".



4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

Pengesahan Pemangku Adat Marga dan Forum Musyawarah

Pemangku Adat Marga di tingkat kabupaten ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal8

Pemangku Adat Marga dan Forum Musyawarah Pemangku

,Adat Marga di tingkat kabupaten diberikan tunjangan oleh

Pemerintah Kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal IS flmIWIl1l-1 2017

Pj. BUPATIMUSI BANYUASIN(

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal IS flo1!>IZ-UIl/lf 2017

IS DAERAH
USI BANYUASIN,

BERITADAERAHKABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN2017 NOMOR 8



Lampiran 1 : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
NOmOD (] Tahun 2017'
Tanggal IS pm~1 2017
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasih

Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Marga

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA ADAT MAROA

I PENASEHAT ~--------- KETUA ---------\ PEMBINA I
WAKILKETUA

SEKRETARIS

I I I I
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

fj_ BUPATI MUS! BANYUASIN ~



Lampiran 1I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : f} Tabun 2017
Tangga1 : 1<; rf$Il-UA-a-1 20.17
Tentang Perubahan' atas Peraturan Bupati Musi. Banyuasin

Nomor 3 Tabun 2014 Tentang:Lembaga Adat Marga

STRUKTUR ORGANISASI FORUM PEMANGKU ADAT MARGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

I DEWAN PENASEHAT ~._._._._. KETUA _._._._.-1 DEWAN: PEMBINA I
WAKILKETUA

SEKRETARIS

WAKIL
SEKRETARIS

I I I I I I I I
Al'IGOOTA Al'IGOOTA Al'IGOOTA Al'IGOOTA Al'IGOOTA Al'IGOOTA Al'IGOOTA Al'IGOOTA

PERWAKILAN PERWAKILANI PERWAKILAN . PERWAKILAN PERWAKILAN PERWAKILAN PERWAKlLAN PERWAKILAN
MARGA MARGA MARGA MARGA MARGA MARGA PINGGAP MARGADAWAS MARGA

MANTRl MELAYU SUNGAl KERUH PUNJUNG LAWANG WETAN BATANGHARI SANGADESA
LEKO

Al'IGOOTA Al'IGOOTA Al'IGOOTA Al'IGOOTA Al'IGOOTA Al'IGOOTA Al'IGOOTA

PERWAKILAN PERWAKILAN PERWAKILAN PERWAKILAN PERWAKILAN PERWAKILAN PERWAKILAN
MARGAEPIL MARGA MARGABABAT MARGASUPAT MARGABAYAT MARGA. MARGALALAN

TIELUK KIJING BANYUASIN. TUNGKALULU

fj. BUPATI MUSI BANYUASINf
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